
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALLKOTA PALEMBANG 

NOMOR 46 TAHUN 2013 

TENTANG 

SJSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAfl 

DIDNOAN Rl\HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALLKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa untu.k melaksanakan ketcntuan. Pasal 330 

Mengingat 

Peratura.n Mcnte1i Dalrun Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pcngelolruu, Keuangan 
Daerah sebag~ana telab diubah dengan 
Pctaturan Menteri Dalam Ne~ri Nomor 21 tahun 
2011 tentang PerubalHUl Kedua Ata.s Pera,tu.rn.Il 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pedoman Pengelolaan Keuang.in Daerah 
dan dengan telah dibentukn:ya Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Koh~ Palembang, perlu 
mengganti Pemturan Walikota Pa.lemba.ng Nomor 
43 Tahun 2009 tentang Sistem. dan Prosedur 
Pcngclolaan t<euangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dfl.lam huruf a , maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota ter,itang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Dae.rah; 

1. Ondang-Undang N.omor 28 Tahun 1959 lentang 
Pembentuk.an Dacrah Tingkat II clan Xotapraja di 
Sumatera Selatan l~mbaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rentang 
PemerinlahJm Daerah (Lembaran Nega:ra RI 



Mcn9tapkan 

Talnm 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437) sebagai.rnana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
t~ntang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pcngganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
t entang Perubahan Un&3.L1g-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RJ 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4548); 

3. Peraturan Pemcrlntab Nomor 58 Tahun 2005 
rcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaratl 
Negara Republik lndonesia Tahtm 2005 Nomor 
140, Tambah,an Lembaran Negara Nomor 4578); 

4 . Peraturan Menteri Dal.am Negerl Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangru,1 
Daerah, sebagai.mana telah diubab beberapa kali, 
dengan Peraturan Menteri Dt1lam ,Negeri Nomor 
21 Tabun 2011 tl!Iltang Perubahan Atas 
Pe.raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolann Keuangan 
Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kot.a Palembang Nomor 2 
Tabun 2007 tcntang Pokok-Pokok Pengclolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Da.erah Kota 
Palembang Tohun 2007 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN 

PERA'l'URAN WALIKOTA PALEMBANG T~N1'.AN0 
SlSTEM DAN PROSEDU-R PENGELOLAAN 
KEOANGAN DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

P.asal i 

Dalam Peramran Walikoui ini yang dimaksud deogao : 
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L. Daerah adaJah Kota Palembang 

2. Pemerintah Kota adalah Pcmerintah Kot.a Palembang 

3. Walikota. adalab Walikota Palembang 

4. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjl.itoya d.iscbut 
DPRD, adalab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palembang 

5. (Jube.;nut adalah Gube.mur Provinsi Sumatera Selatao. 

6. Badan Penge!olaan Keuangan Daerab yang selanjutnya 
disfogkal BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan 0aerah 
Kata Palembang 

7. Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD ada.lah lcmbaga pada Pemerinta.h l<ota Palembang yang 
bertaoggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota 
dalam penyelcnggarnan pemerintahan scs1-1ai dengan Lugas 
pokok dan fimgsinya masing-masing, yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, :;¼krctariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dinas Daerah, da.n Lembaga Tcknis Daera.11, 
Kecamatan selaku pengguna anggaran den pengguna barang. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae,ah Kota Palembang. 

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kcwajiban daerah 
dalam ·rangka penyelcnggaraan pcmerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk d.idalamnya segala bentuk 
kekayaan yang bcrhubungan dcngan hak dan kewajiban daerah 
terse but. 

10. Anggaran Pendapa.l.an d.an Belanja Dacral1 y~g selanjutnya 
disingkal APBD adalab rencoru;i lreuaogan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disctujui. bersa.ma oleh 
pemeriotah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraluran dacrab. 

11. Pcngclolaan Keuangan Daerah adalah. keseluruhan kegiatllD. 
yang meliputi pcrcncanaan, pelaksanaan, peoalausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pcngawasan keuangan 
daerah. 

12. Saruo.n Kerja Pengclola. Keua.ngan Daerah yang sela.njutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah. pada Pemerintah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, jaga 
melaksaoakan·fungsi pengelolaan keuangan daerah. 

13. Organisasi adalah unsur pemerin.tahan daerah yang lerdiri 
dari DP.RD, Walikota/Wakil Walikota dan Saman Kerja 
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Perangkat Daerah. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Walikoca Palembang yang karena jabatannya mempunyai 
kewennngan menyelenggarakan keselurulian pengelolaan 
keuangan daerah. 

15. Pejabal Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Saruan Kerja Pengelola 
Keuangan Dacrah yang selanjutnya yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan A.PBD dan bertinda.k sebagai 
bendahara umum daerah. 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjmnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas scbagai 
bendahara umum daerab. 

17. Peng&1Una Anggaran adalah pejabat pemegang kewenango.n 
peuggunaan anggaran / penggunaan · barang untuk 
melaksanakan tugas -pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

18. Pengguna Barang adalah pejabal pem~gang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

19. Kuasa Bendahara Umum. Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pcjabat yang dibcri kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

20. Kuasa Pcngguna Anggaran adala.h pejabat. yang diberi kuasa 
unruk melaksanakan sebagian kewcnangan pengguna anggara.n 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

2 L Pejabat Pembuat Komitmen ya.ng selanjutnya disingkal PPK 
adalah pejabat yang bertanggungjawab ala8 pclaksanaan 
Pe-ngadaan Barang /Jasa. 

22. PejabA.t Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adaJah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

23. Pejabat Pel.aksana Teknis Kegialan yang selMjutnya disingkal 
Pffl'K adaJah pejabat pada unit kerja SKPO yang melaksanakan 
satu atalt beberap.i. kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

24. Bendahara Penerimaan adalah pejabal fungsional yang 
ditunjuk untuk mencrima, menyimpan, me-oyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkao uang 
pendapa1all daerah dalam rangka _pelaksanaan APBD pada 
SK.PD. 

25. Bendahara Pcngcluaran adalah pejab.at fungsional yang 
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dilunjuk menerima, menyimpan, membayarl<an, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan ua.ng untu.k 
keperJuan belanja daerah dalam rangka pel.aksanaan APBD 
padaSKPD. 

26. Entitas Pele.po-ran adalah unit pemerincahan yang ter:diri atas 
satu at.au le-bih entitas akuntansi yang menun1t ketentuan 
pc.raturan perundang-undangan wajih menyampaikan laporan 
pertanggtu,gjawaban berupa laporan keuangan. 

27. Entitas Akuutansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/µengguna barang dan oleb karenanya wajib 
menyelenggarnkan akuntansL dan mcnyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan po.da entitas pelaporan. 

28. Unit kerja adal.ah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 
atau heberapa program. 

29. Kas Umum Daerah adalnh tempat penyimpanan uang dacrah 
yang ditentukau oleh kepala daerah untuk menampung 
sch.uuh pen.crimaan dacrah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 

30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
-penyimpanan uang daerah yang d.itcntukan olch Walikot.a 
Palembang unmk menampung seluruh penerimaan daernh 
dan digunakan untuk me.mbayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

31. Dokumen Pelak.sanaan Anggaran SKPD yang sclanjutnya 
disingkat DP/\-.SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna nnggaran. 

32. Dokurnen Pelaksanaan Angga,·an Pcjabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selaoj1.1tnya disingkat DPA~PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran S.KPKD selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi Bendaha.ra Umum 
Daerah. 

33. Dokumen Pelaksanaan Perubaban Angga.ran S.KPD yang 
selanjutnya disingkal DPPA-SKPD adalab dolrumen. yang 
mcmuat perubahan pendapatan da.n belanja yang digunakan 
sebagai dasar pe)aksanaan perubahan angga.ran oleb pengguna 
anggaran . 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanju.mya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuaL sisa belanja 
tabun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tabun 
berikutnya. 
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35. Pcperimaan Daerab adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

36. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

37. Pcndapatan Daerah adalah hak pemcrintah daerah yang diakui 
sebagai pcnambab nila.i kekayaan bersih. 

38. Belanja Daerah. adalab lrewajiban pemerinlah daerab yang 
diak:ui sebagai peogurang niJai kekayaan bersih. 

39. Surplus Anggaran Daerab adaJah seJisih lebih ant.ara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 

40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapalan da11rah dan belanja dacrah. 

4 I. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pcngdua:ran yang akan d1terima 
kcmbaJi, bail< pada tahun anggaran yang bersangkucan 
maupun pada tahun-~un anggaran berikulnya. 

42. Sisa Lel;)ih Perh.itungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih rcalisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode -anggaran. 

43. Pi.njaman Daerah adalah semua rransaksi yang 
mengakibatkan daerah mcncrima i,~ju:mlah uang acau 
menerima manfaat. yang bemilai uang dari pihak lain sehingga 
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

44. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diba.ya.r 
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daer-ah 
ya,ng dapat dinilai dengan uang sebagai akiliat perjanjian atau 
akibat lainnya berdasarkan pcraturan pcrundang-undangao 
arau ak.ibat lainnya yang sah. 

45. Utan-g Qaerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
pemerintah dacrah dan/atau kewajiban pemerinr.ah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan perat.uran 
perundang-undangan, perjanjian, atau bcrdasarkan sebab 
lainnya yang sah. · 

46. Dana Cadangan adaJah dana yang disisihkan guna mendanaJ 
kegiatan yang memerlukan dana telatif besar yang tidak dapal 
dipenuhi dalam sant tahun angg.i.nm. 

47. Investasi adalah penggunaan asct 1.mn1k mempernleh ma.nfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaal sosial 
dan/atau manfa.ac lainoya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan pemerinlah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
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48. Anggaran l<as adalah dokumen perkiraan ants kas masuk 
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
kcluar untuk mengatur .ketersediaan dana yang cukup guna 
menclanai pelaksa.naan kcgiaLan dalam sel.iap periode. 

49. Surat Penyediaan Dana yang selanju1nya d:isingkat SPD adalah 
doku:men yang menyata.kan tcrsedianya dana unt1.1k 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

50. Sural Pennintaan Pembayaran yang selanjutnya clisiagkat SPP 
adalal1 dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab alas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran. untuk mcngajukan pennintaan pembayaran. 

51. SPP Uang Pcrsediaan yang selanjuln_ya clisingk:ai $PP-UP 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pcngcluaran 
Wltuk permintaan uang muka kerja yang bersiral pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat cWakukan dcngan 
pembayaran langsung. 

52. SPP Ganl.i Uang Persediaan yang sehmjutnya disingkat SPP
OU a.dalah dolrumen yang diajukan oleh bendahanu, 
pengeluaran unLuk perminlaan pengganti uang persediaan 
yang lidak dapal dilakukan dengan pembayaran langsung. 

53. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjumya disingkat 
$PP-TU adalaJ, dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran unLLl.k pennimaan tambahan uaug persediaan 
guna melaksauakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak 
dan lidak dapat cligunakan untu.k pembayaran langsung dan 
uang pe,i1ediaan. 

54. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 
dokumcn yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pemQayaran langs\mg kepa_da pihak ketiga alas 
dasar perjanjian kontrak kerja atau sural perinlall kerja 
!ain.nya dan pembayaran gaji dcngan jumlah, penerima, 
pcnmtuka.n, dan waktu pembayaran lerteutu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

55. Surat Perintah Membayar yang sclaojutnya disingkal SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbilkan oleb pengguna 
anggaran/k:u~sa pengguna anggaran \1nruk penerbitan SP'2D 
atas beban pengeluaran DPA~'3KPD. 

56. Surnt Perintah Membayar Dang Persediaan yang selanjutnya 
tlisingkat $,PM-UP adalab dob.--umen yang dilerbil.kan oleh 
penggunn anggaran/kuasa pengguna anggaran unLuk 
penerbila.i1 SP'2D atas beban pengchtaran DPA-SKPD yang 
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dipergunakan sebagai uang persed.iaan untuk mendanai 
kegial;an. 

57. Surat Perintah. Membayar Oanti Uang Persediaan yang 
sclanjulnya disingkat SPM -GU aclalah dokumen yang 
diterbitkan oleh peogguna anggaran/lruasa j)cngguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D alas beban pengeluaran 
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang 
persediaan yang telah dibelanjakan. · 

58. S1.1rat Perintah Membaya.r Tambahan Uang Persediaan yang 
sclanjutnya disingkat SPM-TU ada.lah dokumcn yang 
diterbitkan oleh pc.ngguna a.nggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk pencrbitan SP2D alas b'eban pengeluaran 
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melcbihi dari jumlah 
batas pa_gu uang persediaan yang telah ditetapkan scsuai 
dengan ketentuan. 

59. St1rat Perintah Mernbayar La.ngsuog yang selanjutnya 
disingkat SPM-LS adaJab dokumen yang diterbitl<an oleh 
pengguna anggaran/kt1asa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengcl'Uaran DPA~SKPD kepada 
pihak ketiga. 

60. Surat Pcrinlah Peru::alran Dana (SP2D) yaug selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumep yang dlguna.kan scbagai 
da!\ar pencairan dana yang diterbitkon oleb BUD berdasarkan 
SPM yang lclah diverifi.kasi. 

6L Barang Milik Daeral1. adalah semua ba:rang ya.ng dibeli atau 
dlpero\eh atas beban /\PBD atau bcrasal dari perolehan 
lainnya yang $8.h. 

62. Kerugian DaerAh adalah kekurangan uang, sural berharga, 
dan barang yang nyata dan pastl jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan huku111 baik sengaja maupun lalai. 

63. Badan Usaha Millk Daerah yang selanjutnya di singkal BUMD 
adalah badan usaha ya.ng sebagian atau seiuruh sahamnya 
dilruasai olch Pernerintah Daerah. 

64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalal1 SKPD /unit kerja pada SKPD di lingku.ngan 
-pemerintab daerah yang dibentuk unluk membedkan 
pelayanan kepada masya.rakat berupa penyediaan baran~ 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencan 
keunru.ngan, dan dalam melakukan kegiatann_ya dldasarkan 
pada prlnsip efisiensi dan produktivitas. 
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65. Tim Anggaran Pemcrinlah Daerab yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibc nluk dengan keputusan kepala 
daerah dan dipimpin oleh sekretaris dacrah yang mempunyai 
tugas n1enyfapkan sert:a melaksanaka.n kcbijakan kepala 
daerab dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dad pejabaL percncana daerah, PPKD dan pcjabaL 
lainnya sesuai denga.11 keburuhan. 

66. Kebijakao Umurn APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adaJab dokumen y1mg memuat kebijakai1 bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 {salu) tahun. 

67. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutoya 
disingkat PPAS a.dal.ah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang di.berikan ke.pada 
SKPD untuk sctiap program sebagai acuan daJam penyusunan 
RKA-SKPD sebelum disopakati dcn.gan DPRD. 

68. Rencana Kerja clan Anggaran SKPD yang sela njutnya dis ingkat 
RKA-SKPD adalab dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapata.n, rencana bclanja program clan 
kegia.tan Sl<PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusuna.i1 APBD. 

69. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kcgiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubunga.n dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

70. Fungsi adalab perwujudan lugas kepeme ri.ntahan dibidang 
terlentu yang dilaksanakan dnlam rangka mencapai tujuan 
pcmbangunan nasional. 

71 . Urusan pemerintahan adalah ftu1gsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak d(ln kewajiban setiap lingkatan dan/ atau 
susunan pemerintahan untuk mengatur dM mengurus fungsi
fungsi tensebul yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, mclayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. 

72. Program adalah pcnjabaran kebijakan SKPD dalam henruk 
upaya yang beri.si satu atau . le~ih kegiatan dt:ng~ 
mcoggunakan sumber daya yang d1sed1akan uotuk mencapa1 
ba.sil yang te ru.kur sesuai dengan rnisi SKPD. 

73. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilak_~an olel~ 
satu atau Iebih lu11l kerja pada SKPD sebagai bag,an dan 
pencapaian sasaran terukur pada suam program dan terdiri 
dari sckumpulan tindakan pcngerahan sumber daya baik }rang 
berupa pcrsonil (sumber daya roanusia) , barang modal 
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termasuk pera!atan dan teknologi, dana, .atau kombinasi daci 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya terscbut sebagai. 
masukan (input) wHuk meaghasilkan keluacan (output) dalam 
bentuk harang/jasa. 

74. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pcngikhtisaran transaksi dan 
kcjadian keuangan, penyajian laporan, serta 
pengintcrpr~tasian atas hasilnya. 

75. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan mempcrhatikan peristiwa lainnya pada saat kas 
at.au setara lrns diterima atau dibayar. 

76. Basis AkruaJ adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada: saat tnwsaksi dan 
peristiwa itu terjadi, tanpa mcmperhatikan saat kas atau 
sctara kas cli~erimaa.tau dibayar. 

77. Lapora.a Ke1.1angan Konsolidasian ada!ah suatu laporan 
keuangan yang mcrupakan gabungan l<eseluruhan laporan 
keuangan entit:as ak:untansi sehiogga tersaji sebagai satu 
entitas tunggal. 

Pasal 2 

Sistcm clan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur 
dalam Perat:uran Walikota ini meliputi : 
a. kuasa peng~lola Keuangan Daerah; 
b. pelaksanaan APBD; 
c. penatausahaan Keuangan Daerah; dan 
d. laporan keuangan dan pertanggungjawaban pclaksanaan APBD. 

BABIT 

PENGEWLA KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama 

Pejabal Pengelola Keuangan Daerah 

Pasa! 3 

(1) SKPKD-adaJab BPKD. 
(2) Kepala BPKD dikarenakan jabatannya berLindak selaku PPKD 

yang mempunyai tugas : 
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a. menyus'l..ln dan melaksanakan kebija.kan pcngeJolaan 
keuangan dac.rah; 

b. menyusun rancangan APBD dan Perubahan APDD; 
c. melaksana.kao fungsi BUD; 
d. mcmyusun laporan keua:ngan daerah dalam r'dDgka 

pc.rtanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yai,g 

dilimpa.hkan oleb Walikota. 
(3} Kepala BPKD da.lam melaksana.ka.n fungsi.nya selaku BUD, 

berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pe<loma.n pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c. melakukan penge.ndal.ian pclaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjulc teknis pelaksanaan sistem pencrimaan 

dan pengeluaran kas; 
e. menetapkan $PU; 
r. menyiapkan pelaksanaan pmjamnn d.a.n pembcrian piajainan 

atas nama Pemcrinlah Kola; 
g. melaksanakan sistem akuntansi dan pclaporan keuangan 

daerah; dan 
h . menyajikan informasi Keuangan Daer.ili. 

(4) Kepala BPKD selaku BUD mempunyai tug?-5: 
a. menerbitkan SP2D untuk keperlaan pembayaran Langsang; 
b. menyimpan uang daerah; 
c. melak:.a:nakan pcnempat.an uang daeril.h; 
d. menge.lola investasi daerah; dan 
e. melaku.kan pembayaran bcrdasarkan pennintaan pejabat 

pengg,ma anggaran atas beban rekening kas umum daerah. 
(5) Kepala BPKD sc.laku PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daer.ili. 

Pasal4 

(l) Kep;lla BPKD sela.ku PPKD clan dalam melaksanakan fungsi 
BUD, melimpahkan sebagian tugasnya kcpada pejabat di 
lingkungan BPKD, yah:u : 
a. KepaJa Bidang Angga:ran; 
b. .Kepala Bidang Perbendaharaan; dan 
c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 

(2) Kepala Bidang Anggara.n mempunyai tugas: 
a. rnenyusun rancangan APBD dan Pcmbahan -APBD; 
b. menyiapkan Anggaran Kas; 
c. menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA

PPKD; dan 
d. menyiapkan SPD. 
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(3) Kepala Bidang Perbendaharaan mempwwai tugas: 
a, selaku Kum;a B UD unruk menerbitkan SP2D guna 

pembayamn uang persediaan / tambab uang pcrsccliaan; 
b. rriengatur dana yang diperluk:an dalam pelaksanaan AP.BO; 

dan 
c. memantau pela.ksanaan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lemhaga keuangan lainnya yang clilunjuk. 
(4) Kepala Bidang Akun.ta.nsi dan Pelaporan mcmpunyai tug-<1s: 

a. rnemautau pelak=naan penerimaan oleh bank dan/atau 
Jembaga keuangan la.itu),Ya yang ditunjuk; 

b. melakukan pengel@laan utang dan piub:mg daerah; 
c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah 

dacrah; 
d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

dacrah; 
e. rnenyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pclaksanaan APBD. 
(5j Penunjukkan Kepala Bidang Perbendaharaan untu1< 

mcncrbitkan S?20 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Walikota. 

(6) Pejabat di lingkungan BPKD se.hagairnana dimnksud pada ayat 
(1) ber~anggungjawab atas tx:lakl?anaan t ugasnya kcpada 
Kepala BPKD. 

Bagian Kcdua 

Pejabat Pengguna Anggai-au / Pengguna Ba.rang 

Pasal 5 

Kcpala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggarau/ Pengguna Barang 
mempunyai rugas: 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban a.nggara.n belanja; 
d. melaksanakan -anggaran SKPD yang dipimpinnya; . 
e. melakukan pengujian atas tagiban dan memeantahkan 

pembaya.ran; . . 
r. mc-Jaksanak:an pemungutan penenmaan paJak dan/ata.u 

retribusi daetah; 
g. mcngadakan ikatan atau pcrjanjian kerjasama dengan pih;lk lain 

dalam batas anggaran yang telah diteta:pkan; 
h. menandatangani $PM; 
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i. mengelola uLang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD 
yang d.ipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 

k. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi 
langgungjawab SKPD-yang dipimpinnya; · 

1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpitmya; 
m. meli'lksanakan tugas P~ngguna Anggaraa / Pengguna Barang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan 
n . bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada WalikoLa 

melalui Sekretaris Daerah. 

Pasa16 

(1) Pejabat Pcngguna Anggaran / Pengguna Barang da.lam 
mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 
dapat melimpahkan sebagian .kewenangannya kepada kepala 
unit ki:rja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Barang. 

(2) Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran diteta.pkan dengan 
kep1.m.1sar1 Walikola alas usu! Kepala SKPD, dan penetapan 
pelimpahan sel?agian kcwcnangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diani.r lebih lanjut dengan kepu.tusan Kepala SKPD. 

(3) Pelimpaban sebagian kewcmangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. melakukan tin.dakan yong mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggara.n belanja; 
b . melaksanakan angga.ran 1.1nit kcrja yang dipimpinnya; 
c. melakukan pcngujian atas ta.gihan dan memerinlahkan 

pembayaran; 
d . mengadakan ikaum at.au pcrjanjilll kerjaaaina dcngan plhak 

laln daJam batas a:ngd.I"an yang telab d.itetapkan; 
e. menandataogani SPM-LS dan SPM-TU; 
r. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang 

d.ipimpinnya .. 
g. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 

berdasarkan lmasa yang dilimpahka!I olch pejaba.t Pengguna 
Anggaran. 

(4) Kuo.sa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas. 
pelaksanaan tugasnya kepada Pengguua Anggaran / Pengguna 
Bard.Ilg. 

(5) Dalam pcngadaan barang/Jasa., Kuasa Pcnggu.na Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak 
sebagai PPr< 
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Bagian Kctiga 

PPTK SKPD 

Pasal 7 

(l) Pejabat Pengguna Angga_rnn / Pengguna Ba.rang Alau Kuasa 
Pengguna Anggaran. /Kuasa Pengguna Barang dalam 
melaksanakan program da.n kcgiatan dapat menunjuk pejabat 
pada unit kcrja SKPD selaku PPTK. 

(2) Penunjukkan pejabat sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan kompete11Si jabatan, anggaran 
kegiat.an, bebao kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan obyektif lainnya. 

(3) PPTK bertanggungjawab ata.s pelaksana.an tugasuya kcpada 
Pejabat. Pengguna Anggaran/Pengguna Barnng Atau Kuasa. 
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang. 

(4) PPTK mempun,yai mgas membantu Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang Atau Kuasa Pengguna Anggaran / 
Kuasa Pcngguna Barantt, dalam hal: 
a. mengeudalikan pelaksanaan kegiatan; 
b. menyiapkan laporao perkemuangan pelak~aan kegiatan; 
c. mcnyiapkan dokumen adm.inistrasi kegiatan maupun 

dokumen administrasi yang terkait dengan persyarat.an 
pembayaran yang ilitetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

PPK $KPO 

Pasal 8 

(1) Untuk melaksanakan anggaron yang dimuat daJam DPA-SKPD, 
kepala SKPD menclapkan pcjabat yang melaksanakan fungsi 
t-ata usa.ha kc\lEl.ngan pada S'\'<PD sebagai PPK-SKPD. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (l} rocmpunyai 
mgas: 
a. mencliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan Jasa 

yang d.isampa.ikan o.leh bendahara pengeluaran dan 
c!lketalmi/ diserujui oleh PPTK; 

b. mencliti .kelengkapao SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP· 
LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 
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ditetapkan sesuai dengao ketimtuan peraturan perundang
undangan yru1g diajukan oclh bendahara pengelua.ran; 

c. melakuka.n veri.fikasi SPP; 
d. menyiapkan SPM; 
e. mclaku.kan veri.fikasi hanan atas penerimaan; 
f. mclaksanakan akuntansi SKPD· dan 
g. menyi.apkan lapord.ll keuangan SKPD. 

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang 
bertugas melakukan pernungutan pencrimaan negara/daerah, 
bendahara., dan/ a.tau PPJ'K. 

Bagia.n Kcllma 

Bcndahara SKPD 

Pasa.19 

(J) Walikota atas usul Kepala BPKD mcnctapkan Benda.hara 
Penerimaan dan Bendaha.ra Pengeluaran untuk rnelaksanakan 
lugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggara.n 
SKPD. 

(2) Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional. 

(3) Bcndaha:ra Pcnerimaan Dan Benda.hara Pengcluaran baik 
-Sccara langsung maupun secara tidak langsung dila:rang 
melakuknn kegialan perdagangan, pekcrjaan pemborongan dan 
penjualan jasa a.tau bertindak senagai penjamin at.as 
kegiatan/ pckerja.an/penjualan, serta membuka rekening / giro 
pos a.tau meuyimpan uang pada suatu bank alau lembaga 
keuangan lainnya at.a.:; nama pribadi. 

(4) Benda.hara Pen~ Dan Benda.hara Pengelua:ran secara 
fungsional bertanggw1g ja.wab aras pelaksanaan mgasnya 
ke;pada PPKD selaku BUD. 

Pasal 10 

(1) Bendal1ara Peneri.maan SKPD bertugas unluk menerima, 
menyim_pan, menyctorkan, mcnatausahakan, dan 
mempercanggungjawabkan penerimaan pendapata.n dalrun 
rangka pelaksanaa.n APBD pada SK.PD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bendabara Penerimaan SKPD berwenang: 
a. mene.rima penerimaan y,ang bcr~umber dari pendapatao 

asli daerah; 
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b. menyimpan seluruh penerimaan; 
c. mcnyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga 

ke Rckcning Kas Umum Daerah paling Jamb~t l hari kerja; 
d. mendapatkan bukti t:r-ansaksi atas pendapatan yang 

diterima melalui bank. 
(3) Dalam hal obyek Pendapat.an Daerab t~rsebar secara, geografis 

$Chingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami 
kesulitan dalam mcmbayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu 
atau lebib Bendahara Pencrimaan pembantu SKPD untuk 
melaksanak.in tugas dan wewenang Bend.ahara Penerimaan 
SK.PD. 

(4) Penunjukkan Bendahara Penerimaan pe.mbanlu ditetapkan 
oleh Walikota at.as usul Kepala BPKD. 

Pasal 11 

Dalam ha! Bendahara Penerimaan berhalangan maka: 
a. apabila melebihi 3 {tiga) hari =pai paling lama 1 (satu) bulan, 

Bendahara Penerimaan tersebut wajib membcrikan surat kuasa 
kepada pejabal yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan 
tugas Bendahara Penerimaan atas tanggungjawab Bendahara 
Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD; 

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, 
Kepala SK.PD menunjuk pejabat Bendaha.ra Penerimaan dan 
diadakan bcrila acara Sl..'rah lerima; 

c. apabila Benda hara Penerimaan sesudal1 3 (tiga) bulan belum juga 
dapal melaksanakan Lugas, maka dianggap yang bersangk"1)tan 
tclah mcngundurkan diri atau berhenti dari jabatan i,;ebagai 
Bcndahara Pencrimaan dan olcb karena itu segera ctiusulkan 
penggantinya. 

Pasal 12 

(ll Bendalia:ra Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan pengeluaran uang d.a1am rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) Bendahara Pengeluaran SKPD benvenang: 
a. mengajukan permintaan pcrnl,)ayarao menggunakan SPP 

UP/GU/TU dan SPP-LS; 
b. menerima dan menyimpan uang persediaan; 
c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

dikelolaaya; 
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d. menolak peiintah baya:r dari Pcngguna Anggaran/Kua$a 
Pengguna Anggaran yang !:idak scsuai dengan ketentuan 
peraturan; 

c_. mcncliti kel~ngkapan dokumen pendukung SPP-LS yai;ig 
diberi.kat1 oleh KPA/PPTK; 

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleh KPA/PP'rK, apabila dokumen tersebut tidak 
memenuhi syarat dan/ a tau tldak lcngkap. 

(3) Dalai.u haJ Penggu:na Anggaran melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dapat 
ditunjuk Bendahara Pengeluaran pembantu SK.PD untuk 
melaksanekan sebagian rugas dan wewenang Bendahara 
Pcngcluaran SK.PD. 

(4) B.endahara Pengeluaran pcm.banru dapat ditunjuk berdasarka.t1 
pertimbangan besaran SK.PD, besaran jumJah uang Ya.I.!S 
dike1ola, beban kcrja, lokasi, kompentensi dan/atau rcruaug 
kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 

(5) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagai.mana climaksud 
pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran pembantu SK.PD 
berwenang: 
a. mengajukan permincaan pembayarao menggu.oakan SPP-TU 

dan SPP-LS; 
b. mene,rima d~ menyimpan uang porscdiaan yang berasal 

dari Ta.mbahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari 
Bendahara Pengeluaran; 

c. melaksanakan pembayarc1.n dari uang persediaan yang 
dikelolaL1ya; 

d. menolak perinlah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran 
yang Lidak scsuai dcngan ketenruan peraturan·; 

e. meneliti kelengkapan dolrumJ!n_ pendukWlg SPP-LS yang 
cliberilw.n ol<:h PPTK; 

r. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak 
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 

(6) Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pembanlu ditelapkan 
oleh Walikota atas usu! Kepala BPKD. 

Pasal 13 

L>aJam hal Bendabara. Pcngeluaran berhalangan maka: 
a apabila melebihi 3 (tiga) hari srunpai paling lama 1 (satu) bulan, 

Benda.hara Pengcluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa 
kcpada pejabat yang ditunjuk untu.k melakukan pemb_ayaran dan 
tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggungjawab bendahara 
Pengeluaran yang bersangkutan dengan dikelahui Kepala SKPD; 



b. apabila melebihi 1 (satu) bu.Ian sampai paling lama 3 (tiga) bulrul, 
Kepala SKPD menwijuk pejabal Bendabara Pengeluaran da.n 
diadakan berita acara serah terima; 

c . apabila Bendahara Pengeluaran se.~udah 3 (tiga) bulan belum juga 
dapat melaksa.nakan tugas, maka dianp;gap yang bersangkutan 
telab mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan scbagai 
Bendahara Pengeluaran da.n oleh karena itu segera diusulkao 
penggantinya. 

BAB Ill 

PENGANGGARAN APBD 

Bagian Perla.ma 

Struktur APBD 

Pasal 14 

(1) Struktur APBD merupakan salu kesatuan yang terdiri dari: 
a . Pendapatan Daerab; 
b. Belanja Daerah; 
c. Pembiayaan Daerah. 

(2) Slruktur APBD sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
diklasifikasikan menurut urusan pemerinw.han dae-rah dan 
organisasi yang bertangguogjawab melo.ksanakan urusan 
pemerintahan tersebut 5<;suai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal l5 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruI a meliputi scmua penerimaan uang melalui 
Rekcnlng Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas da.na, 
merupa.k.an hak daentll dalam Siltu tahun anggai:an dan tidak 
perlu dibayar kembali olch Di"l.erah. 

(2) Belanja Daerah se-bagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat •(l) 
huruf b meliputi semua pengcluara.n dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengur..uigi c kuitas dana, yang .mcrupakan 
kewajiban da~rah dalam satu tahun nnggaran dan tidak akan 
diperolch pembayarannya kembaJi oleh Dae:rah. 
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(3) Pernbiayaan Daerah sebagaima.na dimaksud Pasal 14 ayat (1) 
huruf c: meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 
defisit atau untuk memanfaatkan surplus. 

Bagian Kedua. 

Pendapatan Daerah 

Pasal 16 

Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf a dikelompokkan atas: 
a. ·pendapatan asli daerah; 
b. Dana perimbangan; dan 
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 17 

(1) Pendapatan Daerah sebagaima.na climaksud dalam pasal 15 
dirinci menurut urusan pemerit1tahan daerah, Orga.nisasi, 
kclompok, jenis, obyck dan rincian obyck pendapat.an. 

(2) Pendapalan Daerah sebagaimana dima.ksud dalam pasal 15 
merupakan perlru:aan yang terukur secara rasional yang dapat 
dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut centang rlncian dan peduman 
penyusWlan anggaran Pendapatan Daerah diatur tersendiri 
dengan Peraturao \Valikota scsual pedomao penyusunan APBD 
yang clitetapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Bagian Ketiga 

aclanja Oaemh 

Pasal 18 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) 
huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai peJaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah yang 
terdiri dari urusan wajib, tU1.lsan. pilihan dan urusan yang 
penanganrumya dalam bagian atau bidang terrenru yang dapat 
dilaksana.kan bersama antara pemerintah dan pemcrinrah 

19 



daerah at.au anLar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 
ketentuan pernturan perundang-undangan. 

(2) Klasifikasi belanja rnenurnt urusai1 pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib da1.1. 
belanja urusan pilihao. 

(3) Belanja menurut urusan pemetintahai1 yang penanganannya 
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan 
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang 
ililttapkan deng_an ketentuan peraturan perundang-undangan 
dijabarkan da.lam bentuk program dan kegiatan, 

Pasal 19 

(1) Belanja Daerah sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
dirinci menun1t urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, kclompok , jenis, obyek clan rincian obyek 
belanja. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
merupakan perkiraan beban Pengeluaran Daerah yang 
dialokasikan seca.ra ad.ii dan merata agar relatlf dapat dinikmati 
oleh seluruh l.<elompok masyara.kat tanpa diskriminasi, 
khususnya dalam pemberian pelayanan umum. 

(3) Kelentuan lebih laajut tenlang ri.pcian dan pedoman 
penyusunan anggaran Belanja Dacrah diatur terseodiri dengan 
Peraturan Walikota sesuai pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Bagian Keempat 

Surplus / (Dcfisit) APBD 

Pa,sal20 

Selisih. antara ang_i:;aran Pendapatan Daerah dengan Belanja 
Daerab mcngakibatkan terjadinya surplus atau defisitAPBD. 

Pasa.121 

(1) Surplus A.PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l9 terjadj 
apab_ila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar 
dari anggamn Bclanja Daerab. 
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(2) Dalam ha! APBD diperkiraka11 surplus, diulamakan untuk 
pembayaran pokok utang, penyertaan model da.erah, pembc-rian 
pinjaman kepada pemerintah pusat / pemerintah daerah lain 
dan/at.au pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. 

Pasa.122 

(1) Defisit anggaran sebaga.imana dima.ksud dalam Pasal 19 terjadi 
apabila anggaran Pendapatan Daerah dipcrkirakan lebih kecil 
dari anggaran Belanja Daerah. 

(2) Batas maksimal defisil APBD u:ntuk setiap tahun anggaran 
berpedoman pada penetapan batas ma ksimal defisit APBD oleh 
Mcnteri Keuangan Republildndonesia. 

Bagian Kel.ima 

Pembiayaan Daerah 

Pasa.123 

(1) Pembiayaan Daerah se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) hun.lf c terdiri dari penerimaan pembiayaan clan 
pengeluaran pembiayaan. 

(2) "Penerimaan pembiaya.an sebagaimana dimaksud pada ·a_yar (1) 
adalah semua penerimaan yang perlu dibaya.r kembali baik 
pada tahuo anggaran yang ber-sangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaks1.1d pada ayal {11 
adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada 
tahun anggaran yang bersaogkutan maupun pada tahun 
anggaran berikut.nya. 

Passi 24 

(1) Penerimaan pembiayaa:n sebagaimana dimaksud dalam Pase.I 
23 mencakup: 
a. S1LPA tahun anggaran ·sebelumnya; 
b. pencairan dana <:adangan; 
c . ha.siJ penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
d . penerimaan Pinjaman Daerah; 
e. penerimaan kembali pembcria.n pinjaman; dan 
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f. penerimaan Piutang Daerah. 
(2) Pengelua.ran pembiayaan sebagaimana dimaksud daJam pasal 23 

mc.ucakup: 
a . pembentukan Dana ·Cadangan; 
b. penyeruian modal Pemecintah Kota; 
e. pembayaran pokok ulang; dan 
d. pemberian PJnjaman Daerah. 

Pasal 25 

(1) Pembiayaao 11ct9 mcrupaka.n selisih anlara penerimaan 
pcmbiayaan dengan p1mgcluaran pembiayaan. 

(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit 
anggaran. 

(3) Kelenluan lebil1 lanjul tenlang rincian dan pedoman 
penyusunan anggaran pembiayaan Daerah diatur tersendiri 
dengan 'Peraturan Walikota sesuai ~doma:n penyusuna1, /\PBD 
yang ditetapkan Menteri Dala.m Negeri Republik Indonesia. 

BAB£V 

Pelaksanaan APBD 

Bagian Pertama 

DPA-Sl<PD 

Pasal 26 

(I) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perallu·an daerah tentang 
APBD ditetapkan, Kepala BPKDmemberirahukan kepada scmua 
KepaJa SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. 

(2) Rancanga.11 DPA-SKPD sebaga.i.maaa dimaksud pada ayat (1), 
meriuci sasaran yang hendak dicapai, program, kegjatan, 
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, 
dan rencana penarikan dana setiap SKPD S(;rta pendapatan 
yang_ d.iperkirctl<an. 

(3) Kepala. SK.PD menyerahkan rancangaQ DPA-SKPD kepada 
Kepal~ BPKD paling lama 6 (enam) hari ke1ja setel.ah 
pemberilahuao sel)agaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(4) Formal DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
~rcantum dalam .Lampiran a yang merupaka.n bagian yang 
lidak terpisahka:n dari Peralura:n Walikola ini. 

Pasal 27 

(1) Pada BPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD. 
(2) DPA-SKPD memuat Program / Kcgiatan yang dilaksanakan oleh 

Kepala BPKD selaku Kepala SKPD. 
(3) DPA-PPKD dig\.lnakan Ulltuk menampung: 

a. pendapatan yang berasal dari dana perimban_gan dan 
pendapalan belanja hibah; 

b. bclanja bunga, bclanja subsidi, bt::lanja hlbah, belanja 
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
kcuangan dan belanja Lidak terduga. 

c. penerimaan pembiayaan .dan pengeluaran pembiayaan 
daerah. 

(4) Format DPA-PPKD Lercantu.o, dalam Lampiran fl yang 
merupaka.n bagian yang tidak rerpisabkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Bagian Kedua 

DPPA-SKPD 

Pasal 28 

( l) Paling lama 3 [tiga) hari kerja setela.h _peraturan daerah Lentang 
perubahan APBD ditetapkan, Kepala BPKD memberitahukan 
ke-pada s~mua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA
SKPD le,hadap PT'Qgram clan K1:l!,ia1.an yang dianggadui.n do.lam 
pcrubahan APBD. 

(2) DPA-SKPD yang mcngalami perubahan dalaro t.ahun berjalan 
seluruhnya harus dJsalin ke:mbali ke dalam DPPJ\-SRPD. 

(3) Dalam DPPA-SKPD sebaga.imana dimaksud pada ayal (21 
terhadap rinci"an obyck pendapatan, belanja atau pembiayaan 
yang mengalami penambaha,n atau pengu,angan atau 
pergcseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang 
perbedaan ju.ml~ anggaran baik. sebelum dilakukan perubahan 
maupun setelab dilak.ukan perubahan. 

Bagian Ketiga 

Anggaran Kas 
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Pasal 29 

(1) Kcpala SKPD menyusun rancangan Anggardfl Kas SKPD 
berc;las.irkan rancangan DPA SKPD. 

(2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) disampaikan kepada Kepala BPT(D bersamaan dengan 
rancangan DPA-SKPD. 

(3) Pcrhbahasan rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan 
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. 

PasaJ 30 

(1) Ke-pala BPKD sclaku BUD menyutsun Anggaran Kas Pernerintab 
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai 
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang 
tercantum dalam DPA-SKPD yang. telah disahkan. 

(2) Anggaran Kas sebaga:imana dimaksud p:ada ayat (l} memuat 
perkiraan arus kas masuk yang bers\.unber dari penerirnaan 
dan perkiraan an1s kas keluar yang digunakan guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

(3.) R'ormat Anggaran ((as Pemerintah Koca tcrcantum dalam 
Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wallkota ini. 

Bagian Keempat 

Pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD 

Pasal 31 

(1) Sekret.ariat TAPD mendili ranca.ngan DPI\-SKPD dan 
Ra,ncangan Anggaran kas SKPD, kemudian diserahkan kcpada 
TJ\PD. 

(2) TAPD melalmkan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama
sama dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas} belas 
hari kerja sejak ditetapkannya Peratw'.an Walikota tenlang 
penjal>aran APBD. . 

(3) Berdasarkan hasil vcrifike.si sebagaimana climaksud paaa ayat 
(1), Kepala BPKD mengesahkan rancru1gan DPA~SKPD dcngan 
peroelujuan Sekretaris Daerah. 

(4) DPA-SKPD yang tclah disahkan sebagaimana dimaksud pa~a, 
ayal (3) disampaikan kepada Kepala SKPD, saruan ke[Ja 
pengawasan daerah, dan Badan Pemcriksa Keuangan paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. 
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(5) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (3J cliganakan sebagai dasa.r pelaksanaan anggaran oleh 
Kepala SK.PD sdaku Pcngguna Anggaran / Pcng,guna Barang. 

(6) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan serelah d.ibahas TAPD d.an 
disahkan oleh Kepala BPKD berdasarkan persetttjuan 
Sekreta.ris Daerah. 

Bagian Kelima 

DPAL-SKPD 

Pasal 32 

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjut.an yang tidak selesru pada tahun 
anggaran sebelumnya diruangkan dala.m DPAL-SKPD scbagai 
da.sar pela.ksanaan kegiatan. 

(2) Untuk. pengesahan DPAL-SKPD sebagaimana diroaksud pada 
ayat (1), Kepala SKPD harns menya.mpaikan Japoran ak.hir 
rcalisasi lisik dan keuangan beserla penyebab keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan, kepada TAPD melalui PPKD. 

(3) Penetapan jumlah anggaran yang disahkan ciaJam DPJ\.L-SKPD, 
harus mcrnperbalikan' hal sebagai be.rikut: 
a . penelitian terhadap pcuycbab keterlambatan pcnyclesaian 

pekerjaan, sepanjang penyehabnya di luar kelalaian 
Penyedia barang / jasa atau Pcngguna Ba.rang / Jasa, 
maka kegiatan tcrsebut dapat di DPAL-kan. 

b. jumlah anggarari yang akan disahlrnn dalam DPAL terlebib 
dahulu dilakukan pengujian tel"hadap: 
l. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau 

belum diterbilkan SPM pada tahun angg"'3mn 
sebelumnya atas kegiatan yang bersangkutw:1; 

2. sisa DPA-SKPD yang belum cliterbilkan SP2D pada 
tahun anggaran sebelu.mnya unmk kegiatan yang 
bersangkutan; dan 

3. SP2D yang belum diuangkan. 
(4) Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memeouhi kritcda 

babwa kegiatan tcrsebut telnh mempunyai ikatan perjanjian / 
kontrak, dan keterlambatan pcnyclesaian akibat di luar kendali 
Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. 

(5) Penganggaran belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjulan yang 
le lah disahkan dalam OPAL-SKPD, ditampung dalam 
perub.aban APBD ta.hun anggaran berkenaan pada anggaran 
belanja langsung SKPD berkenaan. 
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Bagian Keenam 

Pelaksanaan Pendapatan 

Pasal 33 

(1) Semua pendapatan Daerah dilaksanakan mel.alui Rekening Kas 
Umum Daerali. 

(2) Setiap pendapatan harus d.id.ukung olch bukti yang lengkap dan 
sa.h. 

(3) SKPD dilarang melakukan pemungutan selain dari yang 
ditctapkan dalam peraturan daerah. 

Pasal34 

Komisi, rabat, potongau atau pendapat:an lain dcngan nama dan dalam 
bentuk apa pun yang dapal d.inilai dengan uaY)g, baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan, lukar-menukar, hibah. asura.nsi dan / 
atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa 
giro atau peru:lapaton lain sebagai akibat penyi.mpanan da:oa anggaran 
pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah 
atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Pasal 35 

(1) Pengembalian atas kclebihan penda-patan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapaian yang bersangkutan uniuk 
pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama. 

(2) Untuk pcngembalia.n kelebihan pendapatan yang terjadi pada 
tahun sebelumnya dibebanka.n pada belanja tidak terduga. 

(3) Pengembaliao sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dan ayat (2) 
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 36 

Semaa pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapamn 
daerah yang sah d.ilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah 
clan d.icatat sebagai pendapatan daerah. 

Pasa.137 

( l) Penerimaan Daerah diselor ke Rekening Kas Umum Dae rah dan 
d.ianggap soh setelah kuasa BOD menerima bukti setor / nota 
kredil. 



(2) Penerimaan Daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan dengan c-ara: 
a. dise.tor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah oleh pihak 

kctiga; 
b. disetor me1alui bank lain, badan, dan/atau lembaga 

keue.ngan, olcb pihak ketiga; dan 
c. dfaetor melalui bendahara pcncrimaan ok:h piha.k ketiga. 

(3) Tanda bukti pembayaran oleb pihak kcUga kepada Bendahara 
Pcnerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
ditcrbitkan dan disahkan olch pcjabat berwcnang yang ditunjuk 
oleh Wali.kota. 

(4) Penerimaan Daerah yang ditcrima oleh Bendahara Penerimaan 
harus disetorkan seluruhnya ke Re.kcning Ka.s Umum Daerah 
setiap akhir hari kerja atau p.aJing lama 1 (saru) hari ke,ja 
tcrhitung seja.k uang kas tersebut diterima. 

(5) Bank lain, badan dan/atau lembaga keuangan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2} huruf b ditetapkan oleh Walikota, cum 
wajib melimpahkan seluruh uang yang ditcrimanya kc Re kening 
Kas Umum Daerah paling lama I (satu) hari kerja terhitung sejak 
uang kas rcrsebut ditcri.ma. 

(6) Dalam ha! kcwajibau pclimpaha11 scbagaimana dimaksud pada 
ayat (5) secara teknis belum dapat dilakukan se~p hari, maka 
akan dilakukan pelimpahan sccara bcrkala yang akan diatur lcbih 
lanjut dengan peraturan WaJikota tentang tata cara pengelolaan 
rekening. 

Pasal 38 

(I) Bendahara Penedrnaan wajib menyelenggarakan 
pcnatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeloran 
nws penerimaan yang mcujacli tanggungjawabnya. 

(2) Pcnatausahaan atas penerimaan sebagaimana di.maksud pada 
ayat (1) menggunakan: 
a. buk\l kas umum; 
b. buku pembanll.l perincian objek penerimaan; dan 
c. buku rekapitulasi pcneriroaan harian. 

(31 dalam melakukan pcnatausahaan se~ana dimaksud pada 
ayat (2) Beodahara Penerimaan menggµnakan : 
a. surat kctetapan dajak daeni.h; 
b. surat ketetapan retribusi (SKR); 
c. surat tanda setoran; 
d. sural tanda buki.i pembayaran; dan 
e. bukti penerimaan lainny-c1: yang sah. 

(4) Bendahar:a Penerimaan pada 
mempertanggungjawabkan secara administrasi 

SKPD 
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pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 
menyampaikan laporan perlaoggungjawaban penerimaan 
kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulao 
berikulnya. 

(5) Bendahara Penerimaan pada SKPO wajib 
memperta:nggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan 
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengao menyampaikan 
lapora:n (Xlrtanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku 
BUD paling lambat Langgal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya, 

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagai.mana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: 
a. buku kas umum; 
b . buku rekap1tuJasi penerimaan harian; dan 
c. bukti penerimaan .la.illny1;1.yang sa.l'I. 

(7) PPKD sela.lru BUD melakuka,n verifikasi, evaluasi dan aualisis 
at.as laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada 
SKPD sebagai.mana dimaksud pada a,yal (5). 

(8) Vr.rifikasi, eva.luasi dan anaJfais sebagai.mana dimaksud pada 
ayat (7) dilakukan dalam rcU1gka rcko.nsiliasi penerimaan yang 
dilaksanakan L (satu) kali dalam l (satu) bu.Ian. 

(9) Laporan pertanggtmgj-awaban penerimaan pada SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada 
PPKD mclalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 

(10) Dalam hal dokumen laporan pertanggl.lngjawaban pen,.riroaan 
dinyatakan telah sesuai, PPKD menerbitkan sural pengesahan 
pertanggungjawab~ pen~aan. 

lll) SuraL pcngcsahan pcrtanggungjawa.ban penerimaan 
digunakan oleh SKPD sebagai bukti dokumen dalam 
mangajukan insentif pajak / retribusi. 

(12) Format laporan pcrlangsungjawaban Bcndahara Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) lercantum 
dalam lampiran J yang merupa:kan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

PasaJ39 

{l) Dalam hal obyck pendapatan daerah tersebar atas 
pertimbaogan kondi;,i geografis wajib pajak dan/a!au wajib 
retri.busi yang tidak mungkin membayar kcwajibannya 
langsung pada badan atau lembaga keuangan yang bertugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara 
penerimaan, dapat dirunjuk bendahara pcmbanru. 
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(2} Bendah~a Penerimrum pembantu wajib men.yelc;:nggarakan 
penatausahaan terbadap se.lurub penerimaan da.n penyetoran 
atas penerimaan yang.menjadi .langgungjawabnya. 

(3) Penatausahaan atas pencrimaan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengguna.kan: 
a. buku kas umum; dan 
b. buku kas penerimaan harian pembantu. 

(4) Bcndal1ara Penerimaai.1 pem~anlu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara 
Pe.ne.rimaan paling lambat tanggal 5 bulan berlkutnya. 

(5} Be.ndahara pe:nerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 
analisis atas Japoran pertanggungjawaban penerimaan. 

Bagian Ketujuh 

Uang Persediaan Dan Tambah Oang Persediaan 

Pasal 40 

( I) Oalam rangka pelaksa.n~an pengeluaran, SKPD diberil<an uang 
persedian untuk membiayai kegiatan operasionaJ schari-hari 
dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat clllakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung. 

(2) Uang persediaan merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUD 
kepada Bendahara Pengclttarao yang dapat diminta.ka.n 
pcnggantiannya. 

(3) Pembaya.ran dengan uang persediaan yang . dapat cl.ilakukan 
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembanlu kepada 1 (satu) penyedia barang / jasa paling 
banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puJub juta rupiah). 

(4) Bcndahara Penge.luaran dapal roengajukan pcnggantia.n UP 
yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan 
dengan OP masih tersedia dalam DPA / DPPA- SK.PD. 

(5) Penggan_t.ian UP sebagaimana d.imaksud pada ayal (4) dilakukan 
apabi1a UP telah dipergunakan paling ~edikit 50% (lima puluh 
persen). 

(6) Pada seliap awal ta.hun angga:ran Walikota menetapkan besai-a.n 
uang persediaan yang akan dikelola oleh bcndahara 
Pengeluar-.in SKPD. 

Pasal 41 

(1) Pengguna l\.nggnran dapat rncngajukan i:iermintaan tA.~bah 
uang peTSediaan kepada PPKD dalam hal s1sa uang perscdman 
-pada Bendaharan Pengcluaran tidak cukup tersedia untuk 
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membiayai kegiatan yang bcrsifat mendesak / tidak dapat 
ditunda. 

(2) Syarat penggurtaan tambah uang persediaan, yaitu: 
a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 

(satu) buJan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 
b. tidak. digunak.an untuk kegiat.an yang ha:n.1.s clilaksanakan 

dengan pembayaran langsung. 
(3) Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambah uang 

persediaan ke_pada PPKO mclalui Kepala Bidang Anggaran 
disertai dengan: 
a. rinciaa pengganaan tambah uang pcrscdiaan; dan 
b. surat pernyataan Pengguna Anggaran yang mcnyatakan 

bahwa uang yang d.iminta tidak dipecgunakan untuk 
kcgiaLan yang harus clilaksanakan dengan pembayaran 
langsung: 

(4) Atas dasar permintaa.n tambah uang persediaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), PPKD melalrukan pe11ilaian \erhadap: 
a. rinci!lll rcncana p,mggunaan tambab uang persed.iaan 

bukan merupakan pengcluaran yang harus clilakukan 
dengan ptimbayard.n langsung; 

b. rincian rcncana penggunaan tam.bah uang persediaan 
ma.sih m.ikup / tersedia danru1ya dalam DPA; 

c. Lambah uang persediaan sebelumnya sudah 
dipertanggungjawabkan; 

d. tambah uang pcrsediaan sebclumnya yang tidak 
digunakan telah di secor ke kas daerah. 

(5) l.,Jnlllk pcngajuan pcrmintaatl tambah uang pcrsediaan yang 
memenuhi ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
PPKD dapat memberikan perselujuan sebagian atau seluruh 
perminta.an tambah uang pcrsediaan melal~i surat persei:ujuan 
pemberian tambah uang pen;edic1i:lll. 

(6) PPK menolak pennintaan tambah uang persedlaan dalam ha1 
pengajuan penni11tan tambah uang persediaan tidak m e mnuhi 
ketent1.1an sebagaimana dimak.sud paua ayat (4). 

(7) Persetujuan atau penolakan sebagai.ma.na dimaksud pada a,yat 
(5) dan ayat (6) disampnikan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah surat pengajuan p.ermintaan tambah uang persecliaan 
diterima. 

(8) Surat perset~juas1 scbagaimana dimaksud pada ayat l5\ dibuat 
sesuai format sebagaimana rercanrum dalam Lampirar1 1I yang 
toerupakrul bagian yang tidak tc(pisahkru1 dengan Peraturan 
Walikota ini. 
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Pasal 42 

(1) 1.ambah uang persediaan harus dipertanggungjawabkan dalam 
waktu l(salu) bu.lan sejak diterbitka.nnya SP2D dan dapat 
dilakukan secara bertahap, dalam ha1 terdapat sisa tambah 
uang persediaan yang tidak habis dipergunakan hnrus disetor 
ke kas daerah. 

(2) UlllUk perpanjangan pertanggungjawaban t.amb'ah uang 
persed.iaan melampat1i 1 (satu) buJan, Pengguna 
Anggaran/Kuasa Penggtma Anggaran mengajokan permohonan 
persetujue.n kepada PPKD. 

(3) PPKD dapat memberikan persetujuan pe.rpanjangan 
-pertanggungjawaban tambah uang persediaan, untuk kegiat.ao 
yang memenuhi ketentuan: 
a pelaksanaan kegiatan melebihi 1 (satu) bul.an; 
b. pelaksaoaan kcgiatan mengalami penundaan dari jadwal 

yang telah ditetapkan ak.lbat perlstiwa diluar kendali 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Bagian Kedelapan 

Surat Penyediaan Dana 

Pas.al 43 

( l) Dalam rangka manajemen kas, Kepala BPKD selaku PPKD 
rnenerbitkan SPD. 

(2) SPD diterbitkan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD da.n anggarao 
kai; SK.PD yang te.lah disa.hkan. 

(3) Penerbita.n SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara pertriwuJan, dan salinan $PD diberikan sc:suai 
kebutuha.n perbulan kepada SK.PD yang bersangkut.an. 

(4} Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD 
yang telab diLerbitkall. 

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada a.yat (4) 
dikecuaUkan untuk belanja yang ber$ifa.t wajib yang tcrdiri atas 
belanja gaji dan tunjangan, serta belanja yang bersifat mengikat 
yang terd.i'li atas belanja jasa perna.kaian daya listrik, tele_pon, 
dan air, serta belanja barang/ jasa lreperluan pclayanan 
pendidikan dan kesehatan. 

(6) Pengeluaranlcas unluk bclanja yang bersifat wajib sebagaimana 
dimaksud _pada ayat (5) diatur lebih lanjtlt dengan Pera:turan 
Wallkota. 

(7) Format SPD tercanttun dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian yang ticlak terpisahkan dengan peraturan walikota ini 
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Bagian Kescmbilan 

Pennintaan Pembaya.rau 

Pasal44 

(1) Berdasar.kan Peratura.n Walikota atau SPD sebagaimana 
dimaksud dalam P.asal 3 l, Bendahara Pen_gelUaran mcngajukan 
SPP kcpada Pengguna Anggaran / K-unsa Peogguna Anggaran 
melalui PPK-SKPD. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terdiri dari: 
a. SPP-UP; 
b. SPP~OU; 
c. SPP-TU; 
d. SPP-LS: 

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
hunif b, dan huruf c dilampiri de11gan daftar rincian rcncana 
pcnggunaan dana sampaidengan jenis belanja. 

Pasal45 

(1) Pencrbium dan pengajuan dokumcn SPP-UP dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan drui 
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pen_gisian 
uang persediaan. 

l2) Dokumen SPP-UP sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. surat penganta.r SPP-UP; 
b. dngkasan SPP- UP; 
c. satinan SPD; 
d . draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran / Kuasa Pcngguna Atiggaran yang 
menya.takan bahwa \tang yang diminta tidak d.ipergunakan 
unluk kepcrlu.an selain uang persediaan. 

e. lampira.h lain yang cliperlukan. 

Pasal 46 

( L) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dila.ku.kan olt:h 
Bcndahara. PengeJuaran untuk memperoleh perst:tujuan dad 
Pengguna Anggaran m.elalui PPK.-SKPD dalam rangka gonti 
uang persediaan. 
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(2) Dokumcn SPP·OU sebagaima.na ilimaksud pada ayaL (1) terdi'ri 
dari: 
a . surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-UP; 
c. rincian penggµnaan SP2D-UP/GU yang lalu; 
d. bukti transaksi yang sah dan lengkap; 
e. salinan SPD; 
f. draft surat pernyataan untuk clitandatangani oleh 

Penggana Anggaran / l<uasa Pengguna Anggaran yang 
menyat.a!mn bahwa uangyang diminta tidak dipcrgunaka.11 
untuk keperluan sdain uang persediaan. 

e. lampi:ran Jain yang clian~ap perlu. 

Pasal 47 

(1) Batas jurnlah pengajuan SPP-TU harus sesuai dcngan 
perserujuan dari PPKD sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (5). 

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimnksud pad a ayat (I) terdiri 
darl: 
a. surat pcngantar SPP-TU; 
b. ringkasan SPP-TU; 
c . rincian rencana penggunaaa TU; 
cl. salli1an SPD; 
f. draft surat pernyat~an untuk ditandatangani oleh 

Pt!ngguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggara.n yang 
menyatakall bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan 
untuk .keperluan selain tambahan uang persediaan. 

e. sw-at keterangan yang memuat penjclasan keperluan 
pengisian tambaban uang persediaan 

(. lampiran lain yanl$ clianggap perlu. 

Pasa148 

Pengajua11 dokumen SPP-UP, SPP·GU, SPP-TU sebagaimw:ia dimaksud 
dala.m Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 digunakan dalam rang,ka 
pdaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan. 

Pasal 49 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pcmbayaran 
gaji dan t;unjangan se.rta penghasilan lainnya sesual dengan 
peraturan perundanl'.l•Undangan dilakukan oleh Benda:hara 
Pengelua.ran gullll memperolch pcrsetujuan pengguna anggara:n 
melalui PPK-SK.PD. 
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(2) Ookumen SPP-LS Wltuk pembayarao gaji clan tunjangan 
sebagaimana·dima.ksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasari SPP-LS; 
c . rincian SPP-LS; dan 
d. laropiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS tmtuk pembayaran gaji dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
mencak.up: 

a. pembayaran gaji induk; 
b. gaji susulan; 
c. kek.urangan gaji; 
d . gaji len.1san; 
e. uang duka wafat / tewas yanr; dilengkapi dengan. cla:ft:ar 

gaji induk / gaji susu.lan / keku.ra.ngan gaji/ uang duka 
wafat / tewas; 

f. SKCPNS; 
g. SK PNS; 
h . SK kcnaikan pangkat; 
i. SK jabacan; 
j. kenaikan gaji berkala; 
k. surat pemyataan pelantikan; 
L surat pcmyataan masili. mcndudukijabatao; 
m.surat pemyataan melaksanakan tugas; 
n. daftar keluarga (KP4); 
o. fotokopi surat nikah; 
p. fotokopi akte kelah1ran; 
q. surat keterangan pembei:hentian pembaya.ran gaji; 
.r. daftar potongan scwa .rumab dina~; 
s. surat keterangan masili sekolah / kuliah; 
t. sura.t pindah; 
u. surat kcmatian; 
v. Sur.at Setoran Pajak Pajak Penghasilan pasal'.21; clan 
w. peratu.ran perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan t:unjangan 
Wa.likota / Wakil Walikota. 

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pcmbayaran ·gaji d.an 
tu.njangan seba.gaim.ana. climaksud pada ayo.t (3) d.igunakan 
S<?suai dengan perunlukannya. 

Pasal50 

(1) PPTK mcnyiapkan dokumen SPP-LS unruk pengadaan bara.ng 
dan ja~ unt:uk disa.mpai.kan kepada be:ndahara pengeluaran 
da1am rangka pongajuan perm.intaan pembaya.ran. 



(2) Dokumcn SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa 
sebagai.mana climaksud pada ayat (I) terditi dad : 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; 
d. Jampiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumcn SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dlroaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: 
a. Pembayaran kepada pibak ketiga yang meliputi: 

1. salinan SPD; 
2. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; 
3. Surat Setoran Pajak clisertai raktur pajak (PPN dan PPh) 

yang tclah clitandatangani waj ib pajak dau wajib 
pungut; 

4. surat pe1jaajian kerjasama / kontrak antara Peng__~una 
Angga.ran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan piha k 
keliga; 

5. bcrita acara penyelesaian pekerjaan; 
6. berita acara serah rc-rima bard.ng dan jasa; 
7. ~rita acara pembayaran; 
8. kwitansi bcnnat~rai. nota / faktur yang ditandatangani 

pihak ketiga. dan PPTK serta disctujui oleh Pt.'Tlggwia 
Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran; 

9. sural jaminan bank atau yang dikeluarkan oleb 
lembaga keuangan non bank sesuai dengan keperluan; 

10. dokurnen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak yang 
dananya sebagian atau ~elurubn_ya bersumber dari 
pencrusan pi.njaroan / hibah luar negeri; 

11. berita acara pemeriksaan yang dftandatangani old1 
pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksl!I 
hasil pckerjaan, bei:ikut lampiran daftar barang yang 
diperiksa / daftar kemajuan fis.i.k pekc1jaan; 

12. sural pcmbcritahuan potongan denda keterlambatan 
pckerjaan dari PPTK yang cliselujul olch Kuasa 
Pengguna Anggardll, apabila pekerjll,m mengalami 
keterlambatan; 

13. foto/buku/dokumenlasi tlngkat kerilajuan / 
penyelesaian pekerjaan; 

14. kbusus ,mtuk peke.rjaan konsultan yang perhirungan 
harganya men~'Uilakan biaya personil, berita acara 
prestasi kem.ajua:n pekerjaan dilampiri dcngan bukti 
kehacliran dari Lenaga konsultan sesuai pcntahapan 
waklu pekerjaan dan bu.kti penyewaa.11/pembelian alat 
penunjang serta: bukti pengeluaran lainnya 
berd-asa:rkan rincian dalam S\i.rat penawa,r,m; 
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15. surat kcterangan bank tentang kepemilikan rekening 
pihak ketiga/ rckanan; dan 

16. dokumen kelengkapan lainnya yang dianggap perlu; 
b. Pembayaran langganan daya dan jasa tisu-ik, lelepon dan 

air, meliputi: 
1. salinan SPD; 
2. bukti tagihan daya dan jas-d; dan 
3. nomor reken.i.ng pihak keliga, yaitu PT.PLN, PDAM, 

PT.TeUcom, da.n lain-lain. 
(4) Dalam hal pembayaran langganan daya dan j asa belum dapat 

dilakukan secara langsung, pembayaran langganan daya dan 
jasa dapat dilakukan dcngan uang persediaan. 

(5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan 
jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
penmtukannya. 

(6) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
din1aksud pada ayat (4) Lidak lcngkap, Bendahara Pengeluaran 
mengembalikan dokumen SPP-1..S pengadaan barang dan jasa 
kepada PPTK untuk: dilengkapi. 

(7) Bendahara pe~gelua.ran mengajukan SPP-LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) kepada Pengguna Aoggaran setelah 
ditandatangani oleh PP1'K guna memperolch pcrscntjuan 
Pengguna Anggaran / Kuasa Peagguna Anggaran melalui PPK
SKPD. 

Pasal 51 

(1) Pennintaan pembayarau untuk suam kegiatan dapat terdiri 
dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU. 

(2) SPP-L.S sebagaimana dimaksud parla ayat ( 1) untuk 
pembayamn lnn~ung kepada pihak ke tiga didasarkan pada 
kontrak dan/ at.au sural pcrintah kerja setelah diperbitungkan 
kewajibao pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pentturan 
perundang-undangan. 

(3) SPP-LS belanja barang clan jasa. yang dikelola oleh Bendal-iara 
PengeluaratL SKPD dfgunakan unluk keperluan pembayaran 
pcrjalanan din(Js. 

(4) SPP-UP/GU/TU scbagaima.na dimaksud pada ayat ( I) 
d.igunakan untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan 
unruk pihak ketiga. 

Pasa:J 52 

Permintaao pembayaran belanja bunga, subsidi, hihah, baotuan 
s0sia.l, belanja bagi hasil, ba.ntuan keuangan, dan pem'biayaan oleh 
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Bendabara PengeJuaran SKPKD dilakukan deng~ mene.rbitkan SPP
LS yang diajukan kepada PPKD. 

Bagian Kesepuluh 

Penerbitan SPM 

PasaJ 53 

(l) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, 
SPP-TU, daa SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran. 

(2) PPK-SKPD d\ilam meneliti kelengkapan dokumcn SPP-UP, SPP
OU, SPP-TU, dan SPP-LS melakukan pengujian dcngan cara; 
a. memeriksa secnra rinci dokumcn kclengkapan pendukung 

SPP sesuai kelenwaa yang berlaku; 
b. memeriksa kctcrscdiaan pagu anggaran da IA.m DPA untuk 

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui 
batas pagu anggaran; 

c. memeriksa pencapaian rujuan dan/atau sasaran kegiatan 
sesuai dengan indikator kcluaran yang terc:antum daJam 
DPA berkenaan. 

d . memeriksa kebenaran hak tagih yang n1enyangkut pihak 
yang berhak menerima pembeyaran, nilai tagi.han yang 
barus dibayar clan jadwaJ waktu pembayaran. 

e. memeriksa perliitungan pajak yang wajib dikenakan dan 
disetorkan. 

(3) Dala.m bal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-SKPD 
mengemb~ikan dokumcn SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP
LS kepada Bendabara P1mgeluaran untuk dilcngkapi. 

{4) Oalam hal dokumen $PP sr.bagaimana dimaksud pada aya_t ( 1) 
d.inyataka.n lengkap dan sah, Penguna Anggaran./ Kuasa 
Pengguna Anggar.rn menerbitkan SPM. 

tS) Ualrun haJ dokumen SPP sebagaimana dimaksud p_ada ayat (1) 
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengµna 
Anggaran/Kuasa Pcnwina Anggaran menolak menerbitkan 
SPM. 

Pasal 54 

(1) Penerbitan SPM sebagaimai)a dimaksud dalam Pasal 53 ayat l4) 
diJakukan pa.ling lama 2 (dua) bari kerja tcrhitung sejak 
ditcrimanJa dokumen SPP yang lengkap dan sah. 
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(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
53 ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja t~rhitung 
sejak diterimanya pengajuan SPP. 

(3) Formal SPM sebagai:mana dimaksud pada ayal (1) Lercantum 
dalam Lampi.ran IT Pcraturan Walikora ini. 

(4) Format surat pcnolakan penerbitan SPM ~bagaimana. 
dimaksud pada ayat (2) tcrcantum dalam Lampiran IT pere.mra.n 
Walikota ini. 

Pasa155 

(1) PA/KPA menyampaikan SPM UP/GU/TU/LS dalam rangkap 5 
(lima) kepada BUD melalui Kuasa BUD. 

(2) Pcnyampaian SPM UP/GU/TU/LS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sebagai bcrikut: 
a. penyampaian SPM UP/GU/TU/LS dilampiri dtmgan surat 

pemyataan tanggung jawab Penguna Anggaran/Ki1asa 
Pengguna Anggaran scsuai formal sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran n yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan d&i Peralur,ill Walikota ini; 

b. penyampaia.n SPM TU dilampiri dengan surat persetujuan 
dari PPKD; 

c. penyampaian SPM GU dilampiri dengan bukti _pengeluarau 
yang sah sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran ll yang merupakan bagian yang tidal< 
terpisahkan dari Peraturan Walikom ini; 

d. penyall'lpaian SPM LS kepada pibak ketiga dilampiri 
dengan kwitansi asli bermaterai, surat setoran pajak, surat 
kcterangan bank tentang kepemilikan rekening pihak 
ketiga/rekanan, fotokopy Nomor Pokok Wajib Paja,k dan 
data kontrak / perjanjian :seisu.u fonaal st:balSai.ulaaa 
tercantum dalam Lwnpirao [[ yaQg merupakan bagian 
yang tidak terpisa.hkan dari Peraturan \Valikota ini; 

(3} Penyampaia.n SPM kepada Kuasa BUD dilakukan oleh petugas 
pengantar SPM yang ditetapkan / ditunjuk oleh Pengguna 
Anggaran. 

(4) Tata cara penyampaian SPM kepada Kuasa BUD diatur lebib 
lanjul dengan kcputusan BOD. 

Pasal56 

(1) Dokumen-doku:men yang digunakan oleh Penguna 
Anggara.n/Kuasa Pengguna Anggaran dalam mcnatausaba.kan 
pengeluaran perintah membayar mencakup: 
a. register SPM-UP/SPM-OU/SPM-TU/SPM-LS; clan 
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b. register surat penolakan pent:rbitan SPM. 
(2) Penatausahaan pen~eluaran perintah membayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleb PPK-SKPD. 
(3) Dokumen seba~ana dimaksud pada ayat (1) Lercantum 

da1am Lampiran U Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kcscbolas 

Pencaira.n Dana 

Pasal 57 

(1) Pada awal tabuo anggaran Penguo.a Anggaran/Kuasa Peng.gun.a 
Anggaran wajib menyampaikan spesimen tandatangan kepa:da 
Kuasa BUD, guna proses pcncairan dana. 

(2) Dalam rangka proses pencairan dana, Kuasa BUD melakukan 
penelitian dan pengujian lerhadap SPM yang diajukan oleb 
Penguna. Angg_aran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(3) Penelitian SPM sebagaimana dimaksud pada·ayat (1), mcliputi: 
a. meneliti k~lengkapan -penduknng dokum.en SPM 

scbagaimana d.imaks1.1d dalam Pasal 55 ayat (2); dan 
b . meneUt:i kebenaran SPM. 

(4) Meneliti kebenaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, meliputi: 
a. menelitl kesesuaian t.andantangan Penguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SPM dengan 
spe:;imen yang tclah dlsampaikall; 

b. memeriksa ca.ra penulisan/pengisian angka dan huruf 
pada SPM; dan 

<:. memcriksa kebenaran penulisan pada Sf>M yang Lidak 
boleh ada cacal dalwu penuli:san. 

(5) Pengujian. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli: 
a. mcngaji kcbena.ran SPM yang disampaikan yang harus asLi 

hasil .ketuaran sistem aplikasi; 
b. menguji kesesuai lagihao dengan data perjanjian / 

kontrak; 
c. menguji persyaratan pcncairan dana; 
d . menguji kesesuaian nilai. porongan pajak yang tercantum 

dalam SPM dangan Surat Seloran Pajak. 
(6) Pcngujian persya.ratan pencaimn dana sebagaimana d.imaksud 

pada ayat (5) huruf c, meliputi : 
a. menguji SPM UP berupa besaran uang pcrsediaan yang 

dapat d.ibe:rikan; 
b. menguji SPM TU meliputi kesesuaian jumlah uang yang 

diajukan pada SPM TO dengan jumlah yang disetujui 
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PPKD, sena pcrtanggungj~waban tambah uang pcrscdiaan 
sebelumnya; 

c. rm:nguji SPM GU meliputi batas minimal penggantian dai:i 
uang persediaan yang dikelola; 

d. mcngujj SPM LS kepada pibak ketiga bcrupa kesesuaian 
dengan isian da!Jt kontrak / perjanjian. 

(7) Dalam hal terdapat uang persediaan tahun anggaran 
sebelumnya yang bclum dipert,anggungjawabkan, pengujian 
SPM UP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a , meliputi 
kescsuaian jumlah uang dan kcabsahan bakti setor 
pengco:ibalian uang sisa uang persediaan tahun anggaran 
sebelumnya. 

Pllsal58 

(1) Kuali<!.BUD meaerbitkan S.P'2D setelah pcnelitian dan pengujian 
sebagaimana climaksud dalam Pas-al 57 telah lcngkap clan 
memenuhi syaral. 

(2) Dalam ha.I hasil penelitian da.n pengujian sebagaimana 
d.imaksud dalam Pas.al 57 tidak memeriuhi syarat maka Kuasa 
BUD mengcmbalikan. dokuroen SPM beserta pendukun_gnya 
secara tertulis. 

(3) Dalam bal Kuasa BUD berhalangan, maka BUD dapat 
menunjuk pejabat yang diberi w-ewenang untuk 
menandatanga.ni SP2D, yang sebelumnya telah ditetapka.n 
dengan keputusan Walikota . 

.P.asal 59 

(1) Pcncrbitan SP2D sebagaimana d.itnµ.ksud dalam Pru;al 58 ayal 
(1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung scjak SPM 
dlnyataknn lengkap dan memenuhi syaral. 

(2) Pengembalian dokumcn SPM sebagaima.na dimaksud dalam 
Pasal 58 a_yat (2) dilalrukan paling lama 1 (satu) bari kerja 
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM . 

(3) 'Format swat pengembalian dokumen SPM tcrcantum dalam 
l.,ampi.ran II yang merupakan bagiao yang tidal< terpisahkan 
dari Peraturan Walikota i.n:i. 

Pasal 60 

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan unluk 
keperluan uang persediaan/ganti uang persediaa.n/{aml;iaban 
uang persediaan kepada Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 
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(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang ditcrbilkan untuk 
keperluan -pembayaran langsung kepada ?ihak Ketiga. 

Bagian Keduabel.as 

Koreksi / Ralat, Pembatalan SPP, $PM dau SP2D 

Pasal61 

(1) Koreksi / ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapal dilakukan 
sepanjang tidak mengakibaikan: 
a . perubahanjumlah uang pada SPP, SPM, dan SP2D; 
b. sisa pagu anggaran pada DPA menjadi minus. 

(2) Koreksi / ralat SPP, SPM clan SP2D dapat dilakukan untuk : 
a. Memperbaiki uraian pengcluaran cl.an penulfaan kode 

rekening angga.ran; 
b. Pencatuman !rode jenis SPM, nomor register, dasar 

pcmbayaran, kepcrluan pembayaran; atau 
c. koreksi / ralat penulisan nomor dan na.ma rekening, nama 

ban.k yang lercantUm dalam SPP, $PM dan SP2D bcserta 
dokumen pendukungnya yang disebabkan tr.rjadinya 
kegagalan transfer. 

(3) Koreksi / ralat SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan 
permintaan kor.eksi / ralat SPM secara Lertulis dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(4) Koreksi / raJat SP2D hanya dapat diJakukan berdasarkan 
permintaan koreksi SP2D se<:ara rertulis dari Pengguna 
Aoggaran/Kua.sa Pengguna Anggaran dengan disertai SPM yang 
telah diperbaiki. 

Pa..al62 

(1) Pcmbatalan SPP dan $PM ole-h P.engguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggar.m hanya dapal cli.l.akukan scpanjang SP'2D 
belum diterbitkan. 

(2) Dalam hal SP2O telah diterbitkan dan belum mcndebct kas 
daerah, pem.batalan SPM dapal dilak1.1kan setelah mcndapat 
persetujuan BUD. 

(3) Pcmbatalan SP2D tidak dapal dilakukan dalam lwJ SP2D telah 
mendebet kas daci:ah. 

Ketigabelas 

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 
dan 
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Pengesahan Bukti Transaksi 

Pasal 63 

(1) Bendahara Pengcluaran dan Bendahara Pcngeluaran Pemhantu 
wajib mempertanggungjawabka.n peng_«unaan uang persediaan 
/ gaoti uang persediaan / tambah uang perscdiaan kepada 
Kepala SKPD melaJui PPK-SKPD. 

(21 Pengcsahan terhadap bukti transaksi aLas penggunaan ua.ng 
persediaan / ganti uang persediaan / tam.ball :uang persediaan 
oleh Kepala. SKPD melalui PPK-SKPD dilakukan pada saat 
pengajuan SPP GU / TU. 

(3) PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap bukti transaksi yang 
disampa.ikan, dalam hal bukli transaksi dinyarakan lengkap 
dan benar maka Kepal11 SKPD mengesahkan bukli pengeluaran 
tersebut. 

(4) Dalam ha! bukti transaksi yang disampaikan tidak lengkap clan 
benar maka PPK SKPD mMolak pengajuan SPP GU / TU dari 
Bendabara Pengeluaran. 

(5) Dok;umcn pcndukung SPP-LS dapat d.ipersamakan dengan 
bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayeran 
bebnn langsung. 

Keempatbelas 

Laporan Perta.nggungjawahan Pengeluaran 

Pasal 64 

(1) Bendaha.ra Pengeluar.in secara aciminis.1:raill wajilJ 
menyampai.kan Japon:w pertangg1.mgjawaban pcngcl.uaran 
kepada Kepala SK.PD melalui PPK-SKPD paling la.mbal tanggal 5 
(Lima) bu!an berikutnya. 

(2) Dokumen yang d.igunakan dalam. menatausah~lcan 
pertanggungjawaban pengeluarao mcncakup: 
a. register penerimaan laporan pe-rtanggungiawaban 

pengeluarait; 
b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran; 
c. surat pcnolakan laporan pertanggungjawaban 

pengelua_ran; 
d. regisler pcnolakan Japoran perlanggungjawban 

pengeluaran; rum 
e. register penulupan kas. 
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(3) Format dokumen se!Jagaimana dimaksud pada ayal (2) 
tercantum dalam Lampi.ran Jl yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pcmgelolaan uang 
pcrsediaan, dokumen laporan pertanggungj_awaban yang 
disampai.kan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menc-akup: 
a. buku kas um:um; 
b. ringkasan perngcluaran per rincian obyek yang disertai 

dengan bukti-buktl pengeluaran yang sah atas 
pengeluaran dari setiap rincian o~yek yang tercantum 
dalam ringkasan pengeluaran. per rincian obyek di 
maksud; 

-e. bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas negara; dan 
cL register pcnutupan kas. 

(5) Buku kas umum sebagaiamana climaksud pada ayat (4) hunu a 
ditutup setiap bulan degan sepc11geta.huan dan persetujuan 
Pengguna Ans.garan / Kuasa.Penggunn l\nggare.n. 

(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagai.mana dimaksud 
pada ayat (4) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan 
surat pcngesahan lapor.m pertanggungja.waban. 

(7) Dalam hal laporan pert.anggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dal'.1/atau Lidak sah 
maka pengguna anggaran mengembalikan la_poran 
pertanggungjawaban pengeluaran ki,pada bendahara. 

(8) Format laporan p<:rtanggungjawaban pcogeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ·ayat {I) tercantu.m d:alam Lampiran II yang 
rnen.i_pakan bagian yang tidak lerpisahkan dari P~rdlurcU1 
Wali.kota ini. 

Pasal 65 

(1) Penerbitan surat pengesahan pertanggungjawaban 
sebagaimana d.i.maksud dalam Pasal 64 ayat (6) diJaku.kan 
_paling lama 2 (dua) hati kerja Lei:hitllllg sejak laporan 
pertanggun-gjawaban yang dilerima dinyatakan ~lah sesuai. 

(2) Pcnolakan laporon pertanggun.gjawaba:n scbagaimana 
dimaksud d_nlam PasaJ 64 ayat (7) d ilak:ukrui paling lama 2 
(dua) hari kerja terhitung sejak laporan pe.r tangguogjawaban 
yang cli terima. 

(3) Untuk tertib laporan pcrtanggungjawaban pada akhir tahun 
anggaran, pertanggungjawaban peugeluaran dan.a buJan 
Desember clisampaikan ke pengguna anggaran paling larnbal 
tanggal 31 Descmber. 



Pasal 66 

(1) Bendahara Pengeluaran pada SK.PD wajib 
mcmpertanggungjawabkan s.ecara fungsionaJ atas pengelolaan 
uang yang menjacli tanggungjawabnya dengan menyampai.kan 
laporan pe1tanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD !Selaku 
BUD paling la.mbat tanggal 10 bu.Ian berikutnya. 

(2) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pcngeluaran 
secara fungsional sebagaima.na d.imaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan setdah diterbitkan sural pengesahan 
pertanggungjawaba.o pengeluara.n oleh Peoggtma Anggaran. 

Pasal 67 

Dalam melakukan verillkasl alas laporan pertanggungjawaban yang 
disampaikan, PPK-S.KPD wajib: 

a. meneliti kcabsahan bukti transaksi yang disampai.kan; 
b. meneliti kelengkapan dokwnen laporan pertanggungjawaba.n; 
c. menguji kebenaran perhlrungan aras pengeluaran per rinciao 

obyck yang Lercantum d.aJam ringkasan per rincian obyek; 
d. mengbi.tung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/arn.u Pajak 

Pe.nghasilan atas beban pengeluaran per rinciai1 obyek; dan 
e. meoguji kel:ienaran se.suai dengan 8PM dan SP2D yang 

diterbit.kan petiode sebelumnya. 

Pasal 68 

(1) Bendalla.ra Peogeluar-an pembantu wajib menyelenggaraka.n 
penatausahaan terhad.ap seluruh pengeluaran yang menjadi 
tanggungjawa.bnya. 

(2) Dokumen yan~ di~uaahm oleb Benda.bai·a Peugelua.i-ai1 
pembanlu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup: 
a . buku kas umum; 
b. buku Pajak Perta.mbahan Nilai/Paja.k Penghasilan; dan 
c. buku panjar. 

(3) Bendahara Pengeluaran pembanlu dalam mclakukan 
penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan bukti pengeluaran yang sah. 

(4) Bendahara Penge.luaran pembanlu wajib menya.mp·aikan 
laporan perLan~ungjawa.ban penge.luru:an kepada Bendabara 
Pengeluaran paling lambat tanggal 3 (tiga) bula.n beri.kutn~a. 

(5) Laporan perw.nggungj;nvaban pcngeluaran sebaga1mana 
climaksud pada ayat (4) mencakup: 
a. buku Jms umum; 
b. buku Pajak Pertambaha.n Nilai/Pajak Penghasilan; dan 
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c. bukli transaksi yang Jengkap dan sah. 
(6) Bendahara Pengeluaran melakukan vcrifikasi, 

analisis atas lapord.D pertanggungjawaban 
!iebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

evaluasi dan 
pengeluaran 

(1) .Pengguna. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan 
pemeriksru.in kas yang dikclola oleh Bendaha.ra Pengeluaran 
paling nmdah l (satu) kali dalam 3 (Uga) bulan. 

(2) Bendahara Pengeluaran. rnelakukau pemeriksoan ka.s yang 
dikclola oleh Beodaham Pengelua.rru, Pombantu paling rendah 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(3) Pemeriksaan kas scbagaimana dimaksud pada ayat ( l} dan ayat 
(2) dituangkan dalam berita acam pemeriksaan kas. 

(4) Serita aca.ra pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada 
ayal (3) disertai dengan register penut1.1pan kas sesuai dengan 
Lampiran ll yang rnerupaka,n bagia.n yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

BABIV 

AKUNTANST KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama 

S1stem Akuntansi 

Pasal 70 

(1) Sistem akunta.nsi adaJah rangkaian sistemalik dari prosedur, 
penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk 
mew1.1judkan fungsi akuntansi sejak analisis b"ansaksi sampai 
dcngru1 pelaporan keuangan yang ·dapat d.ilakukan secam 
manual atau mcnggunakan aplikasi komputer. 

(2) Proses sebagaimana d.imaksud pada ayat (ll didokumentasikan 
dalam benruk buku jurnal dan buku besar, dan apabila 
diperlukan dltambah dengan buku besar pembantu. 

(3) Dalam rangka penyajian laporan keuangan tct:hadap 
pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan pada PPKD mcuyusun 
laporan kcuangan yang meliputi: 
a.. laporan realisasi ant:;:garan; 
b. neraca; 
c. .lapora.n arus kas; dan 
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d. catatan a.tas laporan keuangan. 
(4) DaJam rangka penyajian laporan keuangan Lerhadap 

pelaksanaan Af>BD, E11titas Akuntansi pada SKPD menyusuo 
laporan keuangan yang meltputi : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; dan 
c. cat.awn ates laporan keuangan. 

(5) Unttlk penyajiru, laporan keuangan yang dilaksanakan 
menggunakan Basis Akrua.l maka selain laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), termasukjuga meliputi: 
a. laporan perubahan saldo anggaran lebih, lapora11 

operasional laporan perubahan ekuitas untuk Entitas 
Pelaporan pada PPKD. 

b. laporan operasional clan laporan perubahan ekuitas untu.k 
Enlitas Akuntansi pada SKPD. 

(6) Laporan keuangan terbadap pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud ayat (3) dan ayat {4) disusun dan disajikan sesuai 
dengan peraturan pemerintab yang -mengatur tentang standar 
akuntansi pemerintahan. 

Bagian Kedua 

Akuntansi Keuangan Pada. SKPD 

Pasal71 

(1) Kegiatan Akµnta.nsi pada SKPD rnelipuli serangkaian proses 
mulai dari pencatatan, _pengikhtisaran, sampai dengan 
pelaporan .lreua:ngan. 

(2) Kegiatan AkunU1nsi sebagajmana climaksud pada. ayat {l) 
dilaksanakan oh:h PPK-SKPD berda=kan bukli Lransaksi yang 
sah terhatlap perisiliwa atau keja.dian kcuangan. 

(3) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang bei:kailan 
dengan penyelengg-ara.an _pemerintaban dacrah dicatat pada 
buku jurnal dan secara. period.ik dlposting ke dalam buku 
besar. 

(4) Pencatatnn sebagaimana dim~sud pada ayat (3) dilakukan 
secara kronologis sesuai dengan terjadinya b::ansaksi dan/atau 
kejadian keuangan. 

Pasal 72 

Dalain 01elaksanakan kegiatan akuntansi, PPK-SKPD mcru.illk.i tugas: 
a . mencatat transaksi pendapatan, bc.laaja, aset dan selain kas 

bei:dasai:kan bukt.i t.nwsaksi yang sa,11, secara harian. 
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b. memposting jumal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke 
dalam buku besarnya. 

c. me-mbuat laporan keuangan sebagaimana yang dl.maksud uaJam 
Pa~-al 58. 

Bagian Ketiga 

Akunta.nsi Kcua:ngan Pada SKPKD 

Pasal73. 

Akunt,ansi keuangan pada SKPKD clilaksanakan dalam kapasitasnya 
selak1,1 E:ntit.as Pelaporan , 

Pasal 74 

BPKD sclaku SKPKD menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, 
yang cl.isajikan sesuai dengan peraluran pemerintah yang mongalllr 
tcmang -slandar akuntansi peinerintahan. 

(1) 

(2) 

BABV 

PerLanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Bagian Pertama 

Lapora.a Realisasi Triwulan Anggaran Pendapata.n dan Belanja 

Pasal 75 

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi triwulan 1 (satu) dan 
uiwulan 3 (tiga) anggaran pendapatan da.n belanja SKPD. 
Laporan sebagairilana dimaksud pada ayal (1) clisiapkan oleh PPK
SKPD dan setelah clitetapkan oleh Pengguna Anggara.n sebagai 
laporan trlwulan, roaka disampaikan kepada PPKD paling larnbat 
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhimya triwula.n yang 
berkenaan. 

Bagian Kcdua 

Laporan Realisasi Semester Pert.a.ma Anggaran Pendapatan dan .Belanja 

47 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

P~saJ 76 

Kcpala SKPD menyusun laporan realisasi semeslcr perlama 
anggaran pendapatan clan belanja SKPD sebagai l1asil 
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan. 
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 
Laporan sebagaimana climak~ud pada ayat (2), clisiapkan oleh 
PPK-SKPD dan clisampaikan kepada peJabat Pengguna Angga.mn 
untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pcrlama 
anggaran pendapalan dan belanja SK.PU serta prognosis 6 (enam) 
bulan berikutnya paling lama 7 (tuJuh) hari kcrja selelah semester 
perlama t'ahun angga:ran berkcnaan berakhir. 
Pejabat Pengguna Anggaran menyampalkan laporan reallsasi 
semester P.ertama anggaran ~ndapatan dan• belanja SKPD serta 
prognosis untuk 6 (enam) bu1ar1 berikutnya sebagaimana 
dimsksud pada ayal (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan 
laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) 
bari kerja setelab semester pertama lahun angg;ir-an berkenaan 
berakhir. 
Format lapora.n reaJ.isasi semt:sler pertama anggaran pendapatan 
dan bdanja SKPD dan prognosis u.nti.Jk 6 (enam) bulan berilcutnya 
sebagai.mana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 
m yang merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal77 

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan 
cara rncnggabuagkan scluruh laporan rcalisasi semesler perlama 
anggaran pendapatan clan belanja SKPD sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 76 ayal (4) paling lwnbal minggu kedua bulan Juli lahUD 

anggaran bcrkcnaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah 
selaku koordinator pengelola Keti.ru,gan Daerah. 

Pasal78 

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 
(enam) bulan bcrikulnya sebagaimana dfma~sud dal~ Pasal 7~ 
disampaikan kepada Walikola paling lam.bat mmggu ketiga bulan Jal1 
lahun anggaran berkenan.n untuk ditetapkan sebagai laporan rcalisasi 
semester pertama APBD dan pr-0gnosis unruk 6 (enam) bulan 
berikutnya 
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Pasal 79_ 

(l) Lapora11 realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 
(enam) bu.Ian berikutnya sebag.tlmana dimaksud daJam Pasal 78 
disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tabun 
anggaran bcrkem1an. 

(2) Format laporan reruisasi semester pcrtama APBD dan prognosis 
untuk 6 (enam) bulan beriku:tnya sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) tercantum dalam Lampiran m yang merupakan bagian 
yang tidak Lerpisahkan dati Pcraturan Walikota ini. 

Bagian Ketiga 

Laporan Tahunan 

Pasal 80 

(I) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SK.PD tahun anggarnn 
berkenaan clan disampaikan k(;pada. Kepala SKPD untuk 
direlapkan sebagai lap6ran pcrlanggungjawaban _pelaksanaan 
aoggaran SKPD. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( L) 
disampaikan kepada PPKD scbagai dasar penyusunan lapornn 
keuangan pemerintah daerah. 

Pasal 81 

(1) Laporan keua.ngan SKPD sebagaimana dimaksud dalam P.-ctsal 80 
ayat (.1) disampa.ikan kcpada Walikota mclah:u PPKD paling_ lam.bal 
2 (dua) bulan setelah Lahun anggaran berakhir. 

(2) Laporan kcuangan sebagaimana dirnaksud pada a.yat (1) disusun 
oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan 
anggaran yang berada di SK.PD yang menjadi tanggungjawabnya. 

(3) Laporan keuangan Sr<PO scbagaim.ana dimaksud pi1da ayat (2} 
terdiri da.ri: 
a . laporan realisasi anggarau; 
b. ncraca; dan 
c. catatan ats.s laporan keuangan. 

('-1) Penyajian laporan k.cuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilengkapi dengan laporan operasional dan laporan 
pe.rubahan ekuitas. 

(5) Lapora.11 keuanga.n SKPD scbagaimana dimak:sud pada ayat {I) 
dilampiri dengan suraL pernyataan kepala SKPD bahwa 
peogelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya tclah. 
disel.en-ggarakan berdasarkan s.istcm pengendalian .intern yang 
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memadai dan standar akuntansi pcmerinlaban sesuai dengan 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(6) Format sumt pemyataan scbagaimana ctimaksud pada a,yat (4) 
tercantum dalam Lampiran m yang mernp1;1kan bagian yang tidak 
terpisah.kan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 82 

( I) PPKD mcnyusun laporan keuaugan Pemerintah Kota deagan cara 
menggabungkan laporan kcuangan SKPD sebagaimana d.imaksud 
dalam Pasal 81 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sctclah 
bcrakhimya ta.hun anggaran berk-enaan. 

(2) Lapora.il keuangan sebagalmana clima.ks~d ayat (1) tcrcliri dari: 
a. la.porat1 rcalisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan arus kas; dan 
d. catatan atas laporan keuanrum. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dan disajikan scsuai dcngan peraturan pemerin.tah yang mengatur 
tentang standar akuntansi pemerintahan, .serta, dapat dile1.1gkapi 
dengan .laporan peruba.han saldo anggara.n Jebi.h, laporan 
operasional dan laporan perubahan ekuita:s. 

(4} Laper.an Keuangan Pemerin.tal1 Kola wbagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) <lilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan 
laporan keuangan BUMD. 

(5) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayal 
(4) disusun <lari cingkasan laporan kcterangan 
pertanggungjawaban Walikota dan lapora:n k:inerja interim di 
linglrunga11 Pemerint.all Kola. 

(6) PPKD menyiapkan rancangan surat pernyataan Walikota yang 
menyatakan pcogelolaan APBD yang rnenjadi tanggun_gjawabnya 
telah djselenggarakan bcrdasarkan sislem pengendalian intern 
yang memadai, sesuai dengan ketcnntan pcraluran pcrundang
undangan yang berlaku, sebagai lampiran laporan kc\langan 
Pemerintall Kota. 

(7) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dad Perautran Walikota ini. 

(8) Format neracn sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerinrahan yang 
berlaku. 

(9) Format lapo.ran arus kas sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) 
huruf c disusun berdasarkan s_istom alruntansi pemerinta.han yang 
berlaln.1. 
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( I 0) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimann climaksud 
pada ayat (2) huruf d disusun berdasarkan sistcm akuntansi 
pemerintahan yang berlaku. 

(11) Format surai. pcmyataan Walikota ba.hwa pcngelolaan APBD yang 
mcojadi tanggungjawabnya tdah discleoggaraknn berdasnrkan 
sistem pengcndalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran lll yang mc.:rupakan 
bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

PasaJ83 

(1) La.poran keuangan sebagaimano dimaksud dalam PasaJ 82 ayat 
(2) disampaikan oleh Walikoto kcpada Badan Pemeriksa Kcuangan 
untuk dilakukan pcmeriksaan paling lambat 3 (tiga) bu.Ian setelah 
tah un anggaran bcrakhir. 

(2) Walikota mcmberikan tanggapan dan mclakukan penyesuaian 
Lcrhadap laporan keuangan Pemerintah Kola bcrdasarkan basil 
pcmeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Sagian Kecmpat 

Penetapan Rapcrda Pcrtanggungjaw-clban 

Paso.I 84 

(1) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tcntsng 
pcrtanggungjawaban pe.laksanaan APB.D kcpada DPRD paling 
lambat 6 (enam) bulan setclah tahun anggaran bcrakhir. 

(2) Rancangan pcraturan daerah teot.ang pcrtanggungjawaban 
pelaksanaan APBD sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) mcmual 
laporan keuangan yang meliputi laporan realisa:si nngga.ran, 
ncraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta 
dilampiri deJlgan lapor'clll kinorja yang telah dipcriksa Badan 
Pcmeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 

(3) Apabila sampai deogan bat.as waktu 2 (dua) bulan setelah 
penyampaian laporan kcuangan sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 83 ayac (1), Badan Pemcriksa Keuangan belwn 
menyampaikan hasil pemeriksaan, Wallkota menyampaikan 
rancangan peraturan daerah tentang pcrtanggungjawaban 
pclaksanaan APBD kepada DPRD yang isinya sama dengan yang 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Kcuangan. 

Pasal85 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Kot.a wajib d.ipublikasikan. 
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(2) Laporan kcunngan sebagalmana dirna.ksud pada ayat (1) adalah 
laporan keuangan yang lelah diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangao dnn tclah diun.dangknn dalam lcmbaron daerah. 

BabVl 

Pengelolaan Kcuangan 
Badan uiyaoan Umum Daerah 

Pasal86 

(1) Pemerintah Dacrah dapat mcmbentuk BLUD umuk: 
a . menyediakan barangdan/alaujasa untuk layana.n umum; dan 
b. menge.lola dana khusus dalam rangka mcoingkalkan ekonomi 

dan/atau pclayanan kepada masyarakat. 
(2) lnstansi yang mc:nyediokan barang dan/alau jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, antam lain rumah sakil daerah, 
penyclenggara pendidikan, penerbil lisensi dan dokumen, 
pcnyelenggara jasa penyiaran publik, pcnyedia jasa penelirian dan 
pengujian, serla iostansi layanan umum lainnya. 

(3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 
pelayanan kepada masyarakat :-ebagalmana dimaksud pada ayat 
(l) huruf b, antara lain dana instansi yang melaksanalmn 
pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, 
tabungan perumahan, dan iostansi pengelola dana lainnya. 

Pasal87 

(l) BI.UD dibenluk WllUk mcningkatkan pelayanan kepada 
masya.rakaal dalam rangka memajulran kesejahtcrann umum dan 
menccrdaskan kehidupan bangsa. 

(2) Kckayaan BLUD mcrupakall kekayaan daera.h yang tidak 
dipisa.hkan serta clikelola dan dimafaatkan sepenuhnya w1tuk 
menyclenggarakan kegialan BLUD )'Wlg ben.angkutan. 

(3) Pengelolaan keua.ngan BLUD dilaksaoakan denga.n mempedomani 
ketemua.n peratumn perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VlJ 

KE:TENTOAN PENUTUP 

52 



Pasa1~8 

Dengan ditetapkannya Peraturan W8.likota ini, maka Peraturan 
Walikota Palembang Nomor 43 Tahun. 2009 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelo.laan Ke-uangan Daerah Kota Palembang, dicabut 
dan ~yatakan tidak berl.aku. 

Pasal89 

Peratura.n Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Aga:r 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempat.annya dalam BeritaDaerah 
Kota Palembang. 

Ditetapkan di Pale bang 
Pada tanggal lO, •-·-be.- 2013 

O!urulangltan dl Polcmbong 
~ Uingg;lJ lb- 'l - ~~ $ui;;;;;S DAE.RAH KOTA PALEMBANG, . 

A~YAT 
SERITA OAERAH KO'TA PALP'..MBANG T.AlrlfN '2013 NOMOR ~ 
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